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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Pelaksaan Pendaftaran Tanah untuk Perumahan di Kabupaten Pati 

1. Gambaran Umum Penelitian 

a. Keadaan Monografi Kabupaten Pati 

        Kabupaten Pati merupakan satu dari 35 kabupaten/kota di Provinsi 

Jawa Tengah yang mempunyai letak cukup strategis karena dilewati oleh 

jalan nasional yang menghubungkan kota-kota besar di pantai utara Pulau 

Jawa seperti Surabaya, Semarang dan Jakarta. Adapun peta orientasi 

Kabupaten Pati terhadap Pulau Jawa dan kota-kota besar sebagaimana 

terlampir.
1
 

        Secara geografis Kabupaten Pati terletak pada posisi 1100 ,15’ - 1110 

,15’ BT dan 60 ,25’ - 7 0 ,00’ LS, dengan luas wilayah sebesar 150.368 

ha, terdiri dari 59.332 ha lahan sawah dan 91.036 ha lahan bukan sawah. 

Adapun batas-batas wilayah administratif Kabupaten Pati adalah sebagai 

berikut:  

Sebelah utara : wilayah Kabupaten Jepara dan Laut Jawa 

Sebelah barat : wilayah Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara  

                                                           
1
 https://www.patikab.go.id/v2/ diakses pada tanggal 10 mei 2016, pukul 15.00 WIB 

https://www.patikab.go.id/v2/
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Sebelah selatan : wilayah Kabupaten Grobogan dan Kabupaten. Blora  

Sebelah timur : wilayah Kabupaten Rembang dan Laut Jawa. 

Gambar 1. Peta Kabupaten Pati 

Sumber: http://www.gambar.kab.pati.com/ 

 

b. Luas Wilayah 

http://www.gambar.kab.pati.com/
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        Kabupaten Pati terletak di pantai utara bagian timur, berbatasan 

dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara dibagian barat, Laut Jawa 

di bagian utara, Kabupaten Rembang di bagian timur, dan Kabupaten 

Grobogan dan Kabupaten Blora di bagian selatan. Letak astronominya 

antara 110 dan 111 bujur timur dan 6 dan 7,00 lintang selatan. Luas 

wilayah Kabupaten Pati adalah 150.368 Ha Kabupaten Pati merupakan 

salah satu dari 35 daerah kabupaten / kota di Jawa Tengah bagian timur. 

        Kabupaten Pati terdiri dari 21 kecamatan, 401 desa dan 5 kelurahan, 

dimana kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan 

Sukolilo (15.874 ha) dan Kecamatan Wedarijaksa memiliki luas wilayah 

terkecil (4.085 Ha). Untuk lebih jelasnya, peta kondisi adminstratif 

Kabupaten Pati dapat dilihat pada lampiran. 

        Kabupaten Pati terletak di sebelah timur ibu kota Provinsi. Jarak 

Kabupaten Pati dengan ibukota Provinsi 75 Km, dapat di tempuh dengan 

perjalanan darat selama kurang lebih 2 jam. Untuk menghasilkan data 

yang lengkap, Cakupan wilayah kajian Buku Putih Sanitasi di Kabupaten 

Pati adalah 100% dari wilayah yang ada yaitu 21 Kecamatan dan 406 

desa/kelurahan. Kabupaten Pati mempunyai luas wilayah 150.368 Ha 

yang terdiri dari 58.448 ha lahan sawah dan 91.920 ha lahan bukan sawah. 

Secara lebih rinci dapat dilihat dalam tabel luas tanah menurut 

penggunaannya,tabel berikut; 
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Luas tanah menurut penggunaannya adalah: 
2
 

 

Kecamatan 

 

Lahan 

Sawah 

 

Lahan Bukan 

Sawah 

 

Jumlah/Total 

 

Persentase(%) 

 

010.Sukolilo 

 

7.253 

 

8.621 

 

15.874 

 

10,56 

 

020.Kayen 

 

4.937 

 

4.666 

 

9.603 

 

6,39 

 

030.Tambakromo 

 

2.947 

 

4.300 

 

7.247 

 

4,82 

 

040.Winong 

 

4.202 

 

5.792 

 

9.994 

 

6,65 

 

050.Pucakwangi 

 

5.023 

 

7.260 

 

12.283 

 

8,17 

 

060.Jaken 

 

3.595 

 

3.257 

 

6.852 

 

4,56 

                                                           
2
 Ibid  
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070.Batangan 

 

2.082 

 

2.984 

 

5.066 

 

3,37 

 

080.Juwana 

 

1.165 

 

4.428 

 

5.593 

 

3,72 

 

090.Jakenan 

 

3.871 

 

1.433 

 

5.304 

 

3,53 

 

100.Pati 

 

2.558 

 

1.691 

 

4.249 

 

2,83 

 

110.Gabus 

 

4.075 

 

1.476 

 

5.551 

 

3,69 

 

120.Margorejo 

 

2.708 

 

3.473 

 

6.181 

 

4,11 

 

130.Gembong 

 

823 

 

5.907 

 

6.730 

 

4,48 

 

140.Tlogowungu 

 

1.829 

 

7.617 

 

9.446 

 

6,28 

 

150.Wedarijaksa 

 

1.967 

 

2.118 

 

4.085 

 

2,72 

 

160.Trangkil 

 

1.034 

 

3.250 

 

4.284 

 

2,85 
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170.Margoyoso 

 

1.210 

 

4.787 

 

5.997 

 

3,99 

 

180.Gunungwungkal 

 

1.624 

 

4.556 

 

6.180 

 

4,11 

 

190.Cluwak 

 

1.344 

 

5.587 

 

6.931 

 

4,61 

 

200.Tayu 

 

2.138 

 

2.621 

 

4.759 

 

3,16 

 

210.Dukuhseti 

 

2.063 

 

6.096 

 

8.159 

 

5,43 

 

Jumlah/Total 

 

58.448 

 

91.92 

 

150.368 

 

100,00 

 

 

c. Visi Kabupaten Pati 

Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik. 

 

d. Misi Kabupaten Pati 

Pencapaian Visi "Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan 

Publik" ditempuh melalui 7 misi sebagai berikut :  

1) Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal.  
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2) Menyelenggarakan tatakelola pemerintahan yang efisien, efektif, 

bersih dab demokratis dengan mengutamakan pelayanan public. 

3) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pelayanan 

pendidikan dan kesehatan. 

4) Menigkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pada potensi 

unggulan pertaniaan dan industri. 

5) Meningkatkan prasarana dan sarana yang memadai untuk mendukung 

pengembangan perekonomian daerah. 

6) Meningkatkan pemberdayaan pengusaha dan membuka peluang 

investasi. 

7) Menciptakan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan. 

 

e. Kondisi Topologi dan Morfologi 

        Wilayah Kabupaten Pati terletak pada ketinggian antara 0 - 1.000 m 

di atas permukaan air laut rata-rata dan terbagi atas 3 relief daratan, yaitu : 

1) Lereng Gunung Muria, yang membentang sebelah barat bagian utara 

Laut Jawa dan meliputi Wilayah Kecamatan Gembong, Kecamatan 

Tlogowungu, Kecamatan Gunungwungkal, dan Kecamatan Cluwak. 

2) Dataran rendah membujur di tengah sampai utara Laut Jawa, meliputi 

sebagian Kecamatan Dukuhseti, Tayu, Margoyoso, Wedarijaksa, 

Juwana, Winong, Gabus, Kayen bagian Utara, Sukolilo bagian Utara, 

dan Tambakromo bagian utara. 
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3) Pegunungan Kapur yang membujur di sebelah selatan meliputi 

sebagian kecil wilayah Sukolilo, Kayen, Tambakromo, Winong, dan 

Pucakwangi. 

 

 

f. Keadaan Iklim 

        Oleh karena letak geografisnya, Kabupaten Pati beriklim tropis yang 

memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan dengan 

bulan basah umumnya lebih banyak daripada bulan kering. Sedangkan 

rata-rata curah hujan pada tahun 2011 sebanyak + 2.734 mm dengan 132 

hari hujan. Suhu udara terendah di Kabupaten Pati adalah 230C dan suhu 

tertinggi 390C. 

 

g. Jenis Tanah 

        Jenis tanah di Kabupaten Pati terbagi menjadi dua bagian yaitu 

daerah bagian utara dan daerah selatan. Jenis tanah di daerah bagian utara 

meliputi tanah red yellow, latosol, alluvial, hidromer, dan regosol. 

Sedangkan di bagian selatan terdiri dari tanah alluvial, hidromer, dan 

gramosol, Rincian menurut kecamatan sebagai berikut : 

1) Batangan, Sukolilo, Gabus dan Jakenan merupakan tanah Aluvial; 

2) Cluwak, Gunungwukal dan Gembong merupakan tanah Latosol; 
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3) Juwana dan Margoyoso merupakan tanah Aluvial dan Red Yellow 

mediteran; 

4) Pati dan Margorejo merupakan tanah Red Yellow mediteran, Latosol, 

Aluvial dan Hidromer; 

5) Kayen dan Tambakromo merupakan tanah Aluvial dan Hidromer; 

6) Pucakwangi dan Winong merupakan tanha Gramosol dan Hidromer; 

7) Wedarijaksa merupakan tanah Red Yellow mediteran, Latosol dan 

Regosol; 

8) Tayu merupakan tanah Aluvial, Red Yellow dan Regosol; 

9) Tlogowungu merupakan tanah Latosol dan Red Yellow mediteran 

 

2. Profil Badan Pertanahan Nasional 

a. Sejarah Kelembagaan Pertanahan 

        Pada dasarnya adalah sejarah pencarian format penataan pertanahan 

nasional, yang merentang jauh ke belakang dari zaman pemerintahan 

kolonial Belanda, lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria hingga 

fungsinya yang diemban sekarang ini.
3
 

Periode 2015 – sekarang 

        Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berubah menjadi 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional 

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang 

                                                           
3
 http://www.bpn.go.id/ diakses pada tanggal 10 mei 2016, pukul 15.43 WIB 

http://www.bpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Peraturan-Presiden/peraturan-presiden-republik-indonesia-nomor-17-tahun-2015-56987
http://www.bpn.go.id/
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Kementerian Agraria yang berfungsi  Tata Ruang  dan Peraturan Presiden 

Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional yang 

ditetapkan pada 21 Januari 2015.
4
 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang mempunyai Fungsi: 
5
 

1) Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dibidang tata ruang, 

infrastruktur keagrariaan/pertanahan, hubungan hukum 

keagrariaan/pertanahan, penataan agraria/pertanahan, pengadaan 

tanah, pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, serta 

penanganan masalah agraria/pertanahan, pemanfaatan ruang, dan 

tanah; 

2) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan 

administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang; 

3) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung 

jawab Kementerian Agraria dan Tata Ruang; 

4) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang; 

5) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang di daerah; dan 

                                                           
4
 Ibid  

5
 ibid 

http://www.bpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Peraturan-Presiden/peraturan-presiden-republik-indonesia-nomor-20-tahun-2015-56986
http://www.bpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Peraturan-Presiden/peraturan-presiden-republik-indonesia-nomor-20-tahun-2015-56986
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6) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur 

organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. 

Badan Pertanahan Nasional mempunyai Fungsi: 

1) Penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan; 

2) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, 

dan pemetaan; 

3) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, 

pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat; 

4) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan 

dan pengendalian kebijakan pertanahan; 

5) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah; 

6) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan 

penanganan sengketa dan perkara pertanahan; 

7) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN; 

8) Pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan 

administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN; 

9) Pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan 

berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan; 

10) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan; dan 

11) Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang 

pertanahan. 
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b. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati 

        Sekilas tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah Lembaga 

Pemerintah Non Kementrian yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh Kepala. (Peraturan Presiden 

Nomor 17 Tahun 2015 ).
6
 

1) Struktur organisasi Badan Pertahanahan Nasional 

Kantor Pertanahan Kabupaten Pati dipimpin oleh satu orang Kepala 

Kantor yang membawahi satu Kepala Sub Bagian dan lima Kepala 

Seksi. Masing-masing Kepala Seksi membawahi Kepala Sub Seksi 

dan masing-masing Kepala Sub Seksi membawahi staf-stafnya. 

Demikian terjadi kepemimpinan secara hierarki dari atas sampai 

bawah. 

a) Bagian Tata Usaha Bagian ini bertugas melakukan semua urusan 

kantor yang berhubungan dengan masalah kepegawaian, keuangan 

dan perlengkapan kantor.  

b) Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Bagian ini bertugas untuk 

melakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan  

c) Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Bagian ini bertugas untuk 

mengurus pendaftaran, peralihan, dan pembebanan hak atas tanah 

                                                           
6
 http://kab-pati.bpn.go.id/ diakses pada tanggal 10 mei 2016, pukul 16.22 WIB 

http://www.bpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Peraturan-Presiden/peraturan-presiden-republik-indonesia-nomor-17-tahun-2015-56987
http://www.bpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Peraturan-Presiden/peraturan-presiden-republik-indonesia-nomor-17-tahun-2015-56987
http://kab-pati.bpn.go.id/
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serta melakukan bimbingan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT)  

d) Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Bagian ini bertugas 

untuk mengumpulkan data dan menyiapkan pengaturan, 

penggunaan tanah dan perubahan penatagunaan tanah  

e) Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Bagian ini bertugas untuk 

menyiapkan dan melakukan pengendalian dan pemberdayaan 

tanah masyarakat  

f) Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Bagian ini mengatasi dan 

menyelesaikan sengketa, konflik dan perkara yang timbul dalam 

pelaksanaan maupun hasil dari kegiatan serta menjadi wakil di 

pengadilan karena adanya sengketa, konflik dan perkara yang tidak 

bisa diselesaikan lewat jalur musyawarah. 

        Adapun susunan organisasi Kantor Badan Pertanahan Nasional di 

Kabupaten Pati sebagai berikut: 
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2) Visi 

Visi dari Badan Pertanahan Nasional ialah Menjadi lembaga yang 

mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan sistem 

kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia. 

3) Misi 

Mengembangkan dan menyelenggarakan politik dan kebijakan 

pertanahan untuk: 
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a) Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru 

kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan 

kesenjangan pendapatan, serta  pemantapan ketahanan pangan. 

b) Peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan 

dan bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, 

penggunaan dan  pemanfaatan tanah (P4T). 

c) Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan 

mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di 

seluruh tanah air dan  penataan perangkat hukum dan sistem 

pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, 

konflik dan perkara di kemudian hari. 

d) Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaa dan kenegaraan 

Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi 

yang akan  datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan 

masyarakat. Menguatkan lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, 

semangat,  prinsip dan  aturan yang tertuang dalam UUPA dan 

aspirasi rakyat secara luas. 

4) Tugas  

Badan Pertanahan Nasional melaksanakan tugas pemerintahan di 

bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. 

5) Fungsi 
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BPN 

menyelenggarakan fungsi: 

a) Perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan. 

b) Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan. 

c) Koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang 

pertanahan. 

d) Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang 

pertanahan. 

e) Penyelenggaraan dan pelaksanaan survei, pengukuran dan 

pemetaan di bidang pertanahan. 

f) Pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian 

hukum. 

g) Pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah. 

h) Pelaksanaan penatagunaan tanah, reformasi agraria dan penataan 

wilayah-wilayah khusus 

i) Penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai dan/atau milik 

negara/daerah bekerja sama dengan Departemen Keuangan. 

j) Pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah. 

k) Kerja sama dengan lembaga-lembaga lain. 

l) Penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan dan 

program di bidang pertanahan. 

m) Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan. 
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n) Pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan 

konflik di bidang pertanahan. 

o) Pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan. 

p) Penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan. 

q) Pendidikan, latihan dan pengembangan sumber daya manusia di 

bidang pertanahan. 

r) Pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan. 

s) Pembinaan fungsional lembaga-lembaga yang berkaitan dengan 

bidang pertanahan. 

t) Pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, 

dan/atau badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

u) Fungsi lain di bidang pertanahan sesuai peraturan 

perundangundangan yang berlaku. 

6) 11 Agenda kebijakan 

Adapun beberapa Agenda Kebijakan BPN RI adalah sebagai berikut: 

1) Membangun kepercayaan masyarakat pada Badan Pertanahan 

Nasional. 

2) Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran, serta 

sertifikasi tanah secara menyeluruh di seluruh Indonesia. 
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3) Memastikan penguatan hak-hak rakyat atas tanah (land 

tenureship). 

4) Menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah-daerah korban 

bencana alam dan daerah-daerah konflik. 

5) Menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, sengketa, dan 

konflik pertanahan di seluruh Indonesia secara sistematis. 

6) Membangun Sistem Informasi Pertanahan Nasional 

(SIMTANAS), dan sistem pengamanan dokumen pertanahan 

di seluruh Indonesia. 

7) Menangani masalah KKN serta meningkatkan partisipasi dan 

pemberdayaan masyarakat. 

8) Membangun data base pemilikan dan penguasaan tanah skala 

besar. 

9) Melaksanakan secara konsisten semua peraturan perundang-

undangan Pertanahan yang telah ditetapkan. 

10) Menata kelembagaan Badan Pertanahan Nasional. 

11) Mengembangkan dan memperbarui politik, hukum dan 

kebijakan Pertanahan. 

7) Empat prinsip Pertanahan Nasional 

Diawali dari tahun 2005, pertanahan nasional dibangun dan 

dikembangkan atas dasar empat (4) prinsip pengelolaan: 
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1) Pengelolaan pertanahan harus mampu berkonstribusi pada 

kesejahteraan masyarakat 

2) Pengelolaan pertanahan harus mampu berkonstribusi pada 

keadilan penguasaan dan pemilikan tanah 

3) Pengelolaan pertanahan harus mampu berkonstribusi pada 

keberlanjutan sistem kemasyarakatan dan Kebangsaan 

Indonesia 

4) Pengelolaan pertanahan harus mampu berkonstribusi pada 

harmoni sosial. 

 

3. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah untuk Perumahan di Kabupaten Pati 

        Tanah perumahan yang dikembangkan developer umumnya berasal dari 

banyak pemilik tanah, karena itu statusnya juga beranekaragam dan berbeda 

antara satu dengan yang lainnya. Diantaranya ada yang baru girik, ada yang 

sudah HGB (SHGB) dan hak milik (SHM), ada yang bahkan tidak dilengkapi 

dokumen. Setelah dibeli semua tanah itu disertifikatkan atas nama developer 

dengan status HGB. Inilah yang disebut sertifikat induk. 

        Saat tanah dikaveling-kaveling dan dipasarkan berikut bangunan, 

sertifikat induk itu dipecah atas nama konsumen, juga dengan status HGB. 

Dalam praktik SHGB bersama dokumen lain seperti IMB dan akta jual beli 

(AJB). 
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        Pada saat memebangun sebuah proyek perumahan di sebuah tempat , 

pemohon atau developer biasanya pemohon ( developer ) membaskan 

berbagai jenis status lahan. Ada yang berstatus girik, tidak bersertifikat, dana 

bahkan ada yang bersertifikat.setelah. Setelah pemebebasan lahan tersebut, 

pemohon ( developer ) kemudian mengurusnya seertifikat tanah ke Kantor 

Badan Pertanahan. Semua digabung dalam Semuanya digabung dalam satu 

sertifikat sesuai dengan kegunaan masing-masing lahan.. Serfitikat yang 

dimiliki developer tersebut biasa disebut sertifikat induk. Jenis sertifikat 

biasanya adalah hak guna bangunan. Ini karena ketika mendaftar, 

pengembang mempergunakan badan hukum. Namun ketika konsumen 

membeli rumah, sertifikat tersebut dipecah lagi sesuai dengan 

kepemilikannya. 

        Tentunya ketika sebuah rumah dibeli konsumen, maka kepemilikannya 

juga akan berubah, ketika hendak merubah status sertifikatnya, maka 

konsumen tidak lagi berhubungan dengan pengembang. Melainkan langsung 

berhubungan ke BPN. “Kalau membeli rumah melalui KPR, pengembang 

biasanya telah memecah sertifikatnya. 

        Menurut Bapak Wawancara dengan Bapak Marjianto SH selaku Kepala 

Seksi Hak Tanah dan Penggunaan Tanah (HT PT) di Kantor Badan 

Pertanahan Nasional Kabupaten Pati alasan kenapa Badan Pertanahan 

Nasional melegalkan tanah tersebut dibangun untuk kawasan perumahan 

adalah sebagai berikut : 
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”Karena itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati, yaitu 

terdapat didalam Peraturan Daerah No 5 Tahun 2011 tentang RT RW 

Kabupaten Pati BAB II tentang Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan 

bagian kedua tentang Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang, Pasal 3 

yang berbunyi sebagai berikut”: 
7
 

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Pati dilakukan melalui : 

1) kebijakan pengembangan str uktur ruang; dan 

2) kebijakan pola ruang. 

 

a. Persyaratan Pendaftaran Tanah di Kantor Badan Pertanahan 

Nasional Kabupaten Pati  

1) Sertifikat hak milik / perorangan 

        Permohonan pendaftran tanah untuk perumahan yang dikelola 

oleh pengembang atau developer harus berbadan Hukum Perseroan 

terbatas (PT). Dari Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan atas nama 

Perseroan Terbatas (PT), terlebih dahulu sertifikat Hak Milik 

dilepaskan menjadi tanah Negara. 

2) Perubahan Hak Milik (HM) menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) 

Dasar hukum : 

a) Undang-Undang No 5 Tahun 1960 

                                                           
7
 Menurut Wawancara dengan Bapak Marjianto SH selaku Kasi HT PT di Kantor Badan Pertanahan 

Nasional Kabupaten Pati 
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b) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

c) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 

1997 

d) Keputusan Menteri Negara Agraria No. 16 Tahun 1997 

e) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 

f) SE Ka.BPN-600-1900 tanggal 31 Juli 2003 

        Menurut Bapak Marjianto SH selaku Kasi HT PT di kantor Badan 

Pertanahan Nasional Kabupaten Pati sebagai berikut : 

Bahwa syarat pendaftran tanah untuk perumahan ada di Perka BPN No 1 

Tahun 2010.
8
 

Syarat perubahan dari Hak Milik (HM) menjadi Hak Guna Bangunan 

(HGB) antara lain : 

(1) Surat Permohonan perubahan hak 

(2) Surat Kuasa jika yang mengajukan permohonan bukan yang 

bersangkutan bermeterai cukup 

(3) Identitas pemegang hak dan atau kuasanya (foto copy) 

I. Perorangan : KTP yang masih berlaku  

II. Badan Hukum : Foto Copy Akta Pendirian Pengesahan 

Badan Hukum yang telah disahkan 

(4) Sertipikat  Hak Atas Tanah (aslinya) 

                                                           
8
 Wawancara dengan Bapak Marjianto SH selaku Kasi HT PT di kantor Badan Pertanahan Nasional 

Kabupaten Pati 
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(5) Kutipan Risalah Lelang jika perlolehannya melalui proses 

pelelangan 

(6) Surat Persetujuan dari pemegang HT (jika dibebani HT) 

(7) Bukti pelunasan BPHTB 

Untuk perubahan dari Hak Milik (HM) ke Hak Guna Bangunan 

(HGB) pemohon tidak di wajibkan membayar uang kepada Negara 

Jangka waktu yang diperlukan 8 hari kerja 

3) Syarat pendaftaran di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten 

Pati anatara lain: 
9
 

Dengan menggunakan akta pelepasan hak dan dilampirkan : 

a) Pemohonan Ukur 

b) Permohonan Pemetan Tematik 

c) Foto copy KTP dan KK 

I. Pemilik Tanah 

II. PT (direktur) 

d) Foto copy SPPT tahun berjalan 

e) Ijin Lokasi (PT) 

f) IMB 

g) SIUP 

h) TDP 

                                                           
9
 Perka BPN No 1 Tahun 2010  
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i) Surat setoran pajak daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan 

Bangunan (SSPD BPHTB)  

j) Surat Setoran Pajak (SSP) 

k) Akta Pendirian PT 

4) Biaya Pendaftaran 

Sesuai dengan PP No 13 tahun 2010 pasal 5 tentang standart biaya 

yang berlaku di BPN. 

a) Permohonan Ukur 

 

b) Permohonan Pemetaan Tematik 

RP. 75.000 

  

4. Tahapan Pendaftaran Tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional 

Kabupaten Pati 

        Permintaan pemohon atau developer yang bersangkutan, satu bidang 

tanah yang sudah didaftkan di pecah menjadi beberapa bagian, yang masing – 

masing merupakan satuan bidang baru dengan hukum yang sama dengan 

bidang tanah yang semula. Pemecahan bidang tanah harus sesuai dengan 

rencana tata ruang yang berlaku dan tidak boleh mengakibatkan bertentangan 

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
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        Menurut Bapak Waidi selaku pemohon atau developer sebagai berikut : 

”Bahwa proses pendaftran tanah sekarang ini cukup baik,karena bisa 

diurus sendiri untuk pendaftran tanah sekarang ini tanpa menggunakan 

notaris atau kuasa”.
10

 

        Dalam hal pemisahan sertifikat diatas untuk tiap bidang harus dibuatkan 

surat ukur, buku tanah dan sertipikat untuk menggantikan surat ukur, buku 

tanah dan sertipikat asalnya. Apabila tanah yang ingin dipisahkan tersebut 

dibebankan hak tanggungan, dan atau beban-beban lain yang terdaftar, maka 

pemecahan sertifikat tersebut baru boleh dilaksanakan setelah diperoleh 

persetujuan tertulis dari pemegang hak tanggungan atau pihak lain yang 

berwenang menyetujui penghapusan beban yang bersangkutan. 

        Dalam pendaftaran pemisahan bidang tanah surat ukur, buku tanah dan 

sertipikat yang lama tetap berlaku untuk bidang tanah semula setelah 

dikurangi bidang tanah yang dipisahkan dan pada nomor surat ukur dan 

nomor haknya ditambahkan kata “sisa” dengan tinta merah, sedangkan angka 

luas tanahnya dikurangi dengan luas bidang tanah yang dipisahkan. 

        Pemecahan bidang tanah tidak boleh merugikan kepentingan kreditor 

yang mempunyai hak tanggungan atas tanah yang bersangkutan. Oleh kerena 

itu pemecahan tanah itu hanya boleh dilakukan setelah diperoleh persetujuan 
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 Wawancara dengan Bapak Waidi selaku pemohon atau pengembang pada tanggal 29 April 2016 
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tertulis dari pihak lain yang berwenang menyetujui penghapusan beban lain 

yang bersangkutan sehingga beban yang bersangkutan tidak selalu harus 

dihapus. Dalam hal hak tersebut dibebani hak tanggungan, hak tanggungan 

yang bersangkutan tetap membebani bidang-bidang hasil pemecahan itu. 

Dalam hal tanah yang ingin dipecah adalah tanah pertanian, maka diwajibkan 

untuk memperhatikan ketentuan mengenai batas minimal sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

        Pelaksanaan pemecahan sertifikat dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan, 

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang dapat dilimpahkan 

Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuknya. Sebelum masuk ke 

permohonan ukur, masuk kebeberapa bagian terlebih dahulu yaitu antara lain : 

a. Validasi 

        Bagian validasi ini bertugas untuk meverifikasi syarat yang sudah 

diajukan oleh pihak pemohon. Bagian validasi sudah selesai di berikan 

kepada bagian entri data yaitu bagian ini bertugas memasukan data-data 

tersebut sebagai arsip untuk kantor BPN. 

b. Entri data 

        Bagian entri data adalah dimana bagian ini bertugas memasukan 

data atau menjadikan arsip di Badan Pertanahan Nasional 

c. Kasir / Bendahara 
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        Bagaian kasir / bendahara  adalah terkait terbitnya kwitasi 

pendaftran, yang membayar lewat ATM.  

Setelah terbitnya kwitansi pembayaran pendaftaran, masuk ke tahapan 

selanjutnya yaitu permohonan ukur. 

1) Permohonan ukur 

        Pengukuran tanah dalam rangka pemecahan sertifikat diatur didalam 

Pasal 73 dan Pasal 74 Permen BPN No.3/1997 yang pada intinya 

mengatur sebagai berikut: 

        Untuk melakukan pemisahan atas sertifikat yang melakukan 

pemisahan diperlukan pengukuran kembali bidang tanah yang 

bersangkutan dan pemeliharaan data fisik dan yuridis. Karena tanah yang 

dipecah memiliki status hukum yang sama dengan bidang tanah 

induknya. 

2) Permohonan pengajuan pengukuran tanah 

        Permohonan pengajuan pengukuran tanah ditunjukan kepada kepala 

Kepala seksi Pengukuran dan Pendaftran Tanah. 

a) Permohonan ukur ( dibagian ukur ), Kepala Seksi Pengakuan dan 

Pendaftran Tanah ( Kasi ) untuk menerbitkan surat perintah tugas 

kepada petugas ukur untuk melaksanakan ukur dilapangan.  
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b) Setelah terbit SPK dan petugas memeriksa tersedianya sarana peta 

seperti peta pendaftaran atau peta dasar pendaftaran atau peta 

lainnya pada lokasi yang dimohon. 

c) Petugas ukur menindak lanjuti ukur dilapangan, ukur dilapangan di 

damping dua orang aparatur perintah desa, petugas ukur membuat 

gambar ukur ( GU ).  

d) Merencanakan pengukuran di atas peta pendaftaran atau peta dasar 

pendaftaran atau peta-peta lainnya yang memenuhi syarat, apabila 

tanah yang dimohon belum mempunyai gambar situasi/surat ukur. 

e) Dalam hal tidak terdapat peta pendaftaran atau peta dasar 

pendaftaran atau peta lain yang memenuhi syarat, maka segera 

disiapkan perencanaan pembuatan peta pendaftaran. 

f) Memeriksa tersedianya titik dasar teknik disekitar bidang tanah yang 

dimohon. 

g) Dalam hal tidak terdapat titik dasar teknik di sekitar bidang tanah 

yang akan diukur, meminta kepada pemohon untuk menyiapkan tugu 

titik dasar teknik minimal 2 (dua) buah dan bentuknya. 

h) Gambar ukur harus di tanda tangani oleh pemohon terlebih dahulu, 

yang diketahui oleh kepala desa, dan dua orang saksi dari unsur 

perangkat desa.  

i) Dari petugas gambar ukur diserahkan kepada petugas Badan 

Pertanahan Nasional, kemudian terbit gambar sertifikat.  
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j) Setelah itu di mintakan pengesahan ke kasubsi ukur untuk di 

verifikasi terlebih dahulu tentang keabsahan hasil gambar tersebut 

sebelum diserahkan kepada Kapala Seksi Pengakuan dan 

Pendaftaran Tanah ( Kasi ) untuk di tanda tangani. 

3) Penetapan Batas 

        Sebelum pelaksanaan pengukuran bidang tanah, petugas ukur dari 

Kantor Pertanahan Nasional terlebih dahulu menetapkan batas-batas 

bidang tanah dan pemohon memasang tanda-tanda batas. Apabila 

pengukuran batas bidang tanah dilaksanakan oleh pihak ketiga, penetapan 

batas bidang tanah dilaksanakan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan 

Pendaftaran Tanah atau petugas yang ditunjuknya. 

        Penetapan batas dilakukan setelah pemberitahuan secara tertulis 

kepada pemohon pengukuran, dan kepada pemegang hak atas bidang 

yang berbatasan. Pemberitahuan ini dilakukan selambat-lambatnya 10 

(sepuluh) hari sebelum penetapan batas dilaksanakan. 

Setelah penetapan batas dan pemasangan tanda-tanda batas selesai 

dilaksanakan, maka dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan 

bidang-bidang tanah. 

4) Permohonan Pemecahan Sertifikat Tanah 
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        Persyaratan Permohonan Pemisahan Sertifikat Tanah Kepala Kantor 

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati antara lain
11

 : 

a) Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani 

pemohon atau kuasanya di atas materai cukup (yang memuat: 

identitas diri; luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon; 

pernyataan tanah tidak dalam sengketa; pernyataan tanah dikuasai 

secara fisik; alasan pemecahannya); 

b) Surat Kuasa apabila dikuasakan; 

c) Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila 

dikuasakan, yangtelah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas 

loket; 

d) Sertifikat asli 

e) Izin Perubahan Penggunaan Tanah, apabila terjadi 

perubahan penggunaan tanah; 

f) Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan 

g) Tapak kavling dari Kantor Pertanahan. 

        Berdasarkan Lampiran II Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan 

Pertanahan , jangka waktu pemecahan/pemisahan satu bidang tanah milik 

perorangan adalah 15 (lima belas) hari. 

 

                                                           
11

 Perka BPN No. 1/2010” 
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B. Kendala yang di hadapi dalam Pelaksaan Pendaftaran Tanah untuk 

Perumahan di Kabupaten Pati 

        Menurut hasil wawancara dengan Bapak Waidi sebagai pengembang atau 

pemohon,  

        “Beliau berkata kendala yang dihapadi pada saat pendaftran tanah di Kantor 

Badan Pertanahan adalah bahwa lama pada saat tanah masih letter C dalam 

persertifikatan harus memerlukan waktu yang cukup lama dan banyak para 

calo yang menawarkan jasanya untuk membantu mengurus pendaftarn 

tanah” 

 

1. Buku C atau letter C 

        Buku C atau yang sering disebut sebagai  letter C adalah Buku yang 

disimpan aparatur Desa biasanya Sekertaris Desa (SEKDES), buku ini bisa 

juga disebut Pepel yang sebenarnya adalah Buku yang digunakan oleh 

Petugas Pemungut pajak untuk keperluan pembayaran pajak pada 

Jaman Penjajah Kolonial Belanda,  dan sekarang dapat dijadikan bukti 

kepemilikan atas tanah karena tanah yang tercatat dalam buku tersebut sudah 

dikuasai bertahun-tahun, atas dasar itulah notaris maupun petuga di Kantor 

Pertanahan dapat melihat siapa yang berhak atas kepemilikan tanah yang 

belum bersertipikat disuatu desa, letter c itu sebenarnya lebih mirip seertifikat 

letter c di bagi menjadi dua yaitu : 

a. Letter C jual beli dengan akta jual beli (AJB) 

b. Letter C warisan dengan surat keterangan warisan 

biasanya isinya Buku C yang lengkap terdiri dari : 

http://garasi.in/hak-atas-tanah-obyek-p3mbprk-5.html
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a) Nomor Buku C. 

b) Kohir. 

c) Persil, Kelas Tanah, adalah suatu letak tanah dalam pembagiannya 

atau disebut juga (Blok) 

d) Kelas Desa, maksud dari kelas desa adalah suatu kelas tanah yang 

dipergunakan untuk membedakan antara darat dan tanah sawah atau 

diantara tanah yang produktif dan non produktif ini terjadi pada saat 

menetukan pajak yang akan di pungut 

e) Daftar Pajak Bumi yang terdiri atas Nilai Pajak, Luasan Tanah 

(dalam meter persegi) dan Tahun Pajak. 

f) Nama Pemilik Letter C, nama pemilik ini merupakan nama pemilik 

awal sampai pemilik terakhir. 

g) Nomor urut pemilik 

h) Nomor bagian persil 

i) Tangan dan stempel Kepala Desa/Kelurahan 

        Ketentuan mengenai letter C sebagai bukti pendaftaran tanah diatur 

dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No.2 Tahun 1962 

mengenai Surat Pajak Hasil Bumi/Verponding Indonesia atau surat pemberian 

hak dan instansi yang berwenang, dalam peraturan ini diatur bahwa sifat yang 

dimiliki letter c adalah hanya sebagai bukti permulaan untuk mendapatkan 

tanda bukti hak atas tanah secara yuridis yaitu sertipikat. 
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2. Proses Letter C atau Buku C menjadi Sertifikat Hak Milik 

        Proses Letter C atau Buku C biasanya masyarakat desa menguasakan 

kepada Notaris atau pejabat kelurahan. Proses pendafran letter C atau Buku C 

sebagai berikut : 

a. Letter C itu telah ada atas nama pemilik, kemudian dilampirkan KTP slip 

pembayaran pajak terakhir, dan kartu keluarga dijadikan satu berkas. 

b. Setelah selesai pemohon bisa mengambil formulir pendaftran di kantor 

Badan Pertanahan Nasional atau kantor notaris. Kemudian diketik sesuai 

dengan identitas dan setelah selesai kemudian dikembalikan ke kelurahan 

atau perangkat desa. 

c. Selanjutnya pihak kelurahan akan mengecek kebenarannya 

d. Setelah kebenarannya dicek dan dapat dipastikan dilanjutkan meminta 

tanda tangan ke kepala desa atau kelurahan terkait, diberi nomor dan 

diberi tahu asal usulnya. 

e. Setelah selesai didaftrakan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional 

Proses pendaftaran di Kantor Badan Pertanahan  

a) Mengajukan permohonan sertifikat dengan melampirkan dokumen-

dokumen yang diurus di kelurahan, dan dilengkapi dengan syarat formal 

seperti: 
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(1) Fotocopy KTP dan KK pemohon 

(2) Fotocopy PBB tahun berjalan 

(3) Dokumen-dokumen lain yang disyaratkan oleh undang-undang 

b) Petugas dari Kantor Pertananahan melakukan pengukuran ke lokasi 

        Pengukuran ini dilakukan setelah berkas permohonan lengkap dan 

pemohon menerima tanda terima dokumen dari kantor pertanahan. 

Pengukuran dilakukan oleh petugas dengan ditunjukkan batas-batas oleh 

pemohon atau kuasanya. 

        Hasil pengukuran di lokasi akan dicetak dan dipetakan di BPN dan 

Surat Ukur disahkan atau tandatangani oleh pejabat yang berwenang, 

pada umumnya adalah Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan. 

c) Penelitian oleh tugas Panitia A 

        Setelah Surat Ukur ditandatangani dilanjutkan dengan proses Panitia 

A yang dilakukan di Sub Seksi Pemberian Hak Tanah. Anggota Panitia A 

terdiri dari 5 orang dari Badan Pertanahan Nasional dan 1 dari Kepala 

Desa setempat. 

d) Pengumuman data yuridis di Kelurahan dan BPN 

        Data yuridis permohonan hak tanah tersebut diumumkan di Kantor 

Kelurahan dan BPN selama enampuluh hari, hal ini bertujuan supaya 

memenuhi pasal 26 PP No. 24 Tahun 1997. Dalam prakteknya bertujuan 

untuk menjamin bahwa permohonan hak tanah ini tidak ada keberatan dari 

pihak lain. 
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e) Terbitnya SK dan Hak Tanah 

        Setelah jangka waktu pengumuman terpenuhi dilanjutkan dengan 

penerbitan SK Hak atas tanah, dimana tanah dengan dasar girik ini akan 

langsung terbit berupa Sertifikat Hak Milik (SHM). 

 

 

3. Kesadaran masyarakat 

        Kesadaran masyarakat agar mengurus pandaftaran tanah secara mandiri 

tanpa menggunakan jasa calo. Karena mereka biasanya berdalih bahwa 

menggunakan jasa calo mempermudah pekerjakaan mereka. Bagi 

pengembang merasa lebih cepat karena harus mengurus ijin yang ke 

departemen yang lain untuk memdapatkan izin membangun perumahan. Hasil 

wawancara dengan Bapak Marjianto SH selaku Kasi HTPT Badan Petanahan 

Nasional Kabupaten Pati 

“Badan Pertanahan Nasioanl juga tidak pernah melegalkan praktek 

percaloan, bahwa pendaftran tanah sekarang sangat mudah dan cepat 
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dan dapat diurus sendiri, kecuali dikuasakan oleh notaris atau penjabat 

kecamatan yang berhak menjadi kuasa hukum dari pihak pemohon”
12
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 Wawancara dengan Bapak Marjianto SH selaku Kasi HT PT di kantor Badan Pertanahan Nasional 

Kabupaten Pati 

 


